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PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit bank
merupakan hubungan hukum yang terjadi dengan adanya perikatan dalam bentuk
suatu perjanjian kredit bank yang memiliki karasteristik tersendiri yaitu bersifat
konsensuil maupun bersifat rill, sehingga bentuk perjanjian ini tidak bisa dikatakan
sebagal perjanjian pinjam-meminjam ataupun perjanjian peminjaman uang yang
terdapat dalam BW yaitu dalam pasal 1754. Perjanjian kredit bank dengan
menggunakan jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan belum mendapat perhatian
yang serius dari para pengusaha yang tergolong dalam kelas usaha kecil dan
menengah. Ini disebabkan karena kurangnya pemberian informasi serta keuntungan
dalam menggunakan lembaga jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan.
Disamping itu lembaga jaminan ini dianggap kurang memberikan perlindungén
hukum bagi bank selaku kreditur, sehingga debitur masih dibebankan dengan syarat-
syarat yang sebenarnya tidak perlu seperti pembuatan Akta Pengakuan Hutang oleh
debitur.

b. Bahwa pembebanan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan dibuat dengan akta
notaris dan didaftarkan pada ‘kantor pendaftaran fidusia. Namun dalam pasal 8
Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat kelemahan yang
dapat menimbulkan perbedaan interpretasi. Karena.dalam rumusan pasal tersebut
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dimungkinkan diadakénnya fidusia ulang padahali fidusia tidak dapat dibebankan
untuk yang kedua kalinya.

2. Saran

a. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyebaran informasi secara komprehensif kepada
masyarakat luas perihal bentuk hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian
kredit bank, sehingga masayarakat mengetahui karasteristik serta hak dan kewajiban
dalam perjanjian tersebut, dan manfaat jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga
jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. Dan juga tidak perlu untuk mewajibkan
nasabah debitur membuat Akta Pengakuan Hutang, karena hal ini dapat
memberatkan serta memberikan rasa was-was kepada calon nasabah yang ingin

mengajukan kredit, padahal dalam Akta perjanjian kredit tersebut sudah dengan jelas

_mengatur mengenai hak .dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian kredit

tersebut, mengingat. pentingnya jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan
kebendaan dalam memperoleh kredit. Dalam realitanya menunjukkan bahwa hanya
segeiintir masyarakat yang mengetahui secara benar eksistensi dan urgensitas dari
jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan.

b. Bahwa perlu diadakan revisi mengenai Pasal 8 Undang-undang No.42 tahun 1999
tentang jaminan fidusia, yaitu mengenai bunyi isi pﬁsal 8 menjadi: “Jaminan Fidusia
dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasanya atau
wakil dari Perierimé Fidusia tersebut dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium
(kredit sindikasi)”. Sehingga dari rumusan paéal tersebut dapat memberikan

kejelasan agar tidak terjadi salah interpretasi mengenai pembebanan jaminan fidusia.






